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Hak Asasi Manusia adalah seperangkat 
hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
anugerah-Nya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 
negara, hukum dan Pemerintah, dan 
setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat 
manusia 

UU 39/99 TENTANG HAM 



UUD 1945 
PASAL 28 YG 
MENGATUR 

HAK 
PERORANGAN
/KELOMPOK 

PERKAP NO. 8 TH 
2009 TTG 

IMPLEMENTASI 
PRINSIP STANDAR 

HAM DLM 
PENYELENGGARA

AN TGS POLRI 

PENGARUH IPTEK 
DAN LINGSTRA 

(GLOBAL, 
REGIONAL, 
NASIONAL) 

PROGRAM NAWACITA DR PRESIDEN RI YG KE-8  
“MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA “ YG 
LBH TERKENAL DGN SEBUTAN REVOLUSI MENTAL, 
DIHRPKAN MEMBANGUN KARAKTER POLRI 
BERKEPRIBADIAN BANGSA 

UUD RI NO. 39 TH 
1999 TTG  

HAK ASASI 
MANUSIA 

UU NO. 2 
TAHUN 2002 

TTG 
KEPOLISIAN 
RI PASAL 4 



A. PELANGGARANN HAM YG DILAKUKAN OLEH POLRI 
1. MEMPERLAKUKAN SCRA TDK MANUSIAWI PELAPOR YG MELAPORKAN ADANYA 

PELANGGARAN HAM 
2. PENCULIKAN PARA TERSANGKA KEJAHATAN TERORISME 
3. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YG TDK SESUAI DGN HUKUM 
4. PENYIKSAAN SELAMA INTEROGASI  
5. PENGGUNAAN KEKERASAN YG BERLEBIHAN SELAMA PENANGKAPAN 
6. MENGHILANGKAN NYAWA ORG LAIN TANPA MELALUI PROSES HUKUM YG SAH 
7. PROSEDUR PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN YG TDK SAH 
8. PENGHINAAN THDP MARTABAT SESEORANG 
9. TINDAKAN PENYANDERAAN 
10. PENGHILANGAN ORG SECARA PAKSA 



B. IMPLIKASI PELANGGARAN HAM DLM TGS POLRI 
1. MERUSAK KEPERCAYAAN MASYARAKAT THD 

KEPOLISIAN 
2. MERUSAK HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT DAN 

KEPOLISIAN 
3. MENIMBULKAN DAMPAK BURUK BAGI 

MASYARAKAT SCRA UMUM DAN CONTOH YG 
BURUK BAGI MASYARAKAT 

4. MERUSAK SISTEM NILAI MASYARAKAT 



C. IMPLEMENTASI HAM DLM POLA OPERASIONAL POLRI 

A. PENANGKALAN 
(PRE EMTIF) 

1. SOSIALISASI 
2. PENGGALANGAN 
3. PENYULUHAN 
4. BIMBINGAN 

TEKNIS 
5. HIMBAUAN 
6. KEARIFAN LOKAL 

B. PENCEGAHAN 
(PREVENTIF) 

1. IDENTIFIKASI 
2. KONSINYERING 
3. ISOLASI 
4. PENYEKATAN 
5. PENGAWASAN 
6. KOORDINASI 

C. PENINDAKAN (REPRESIF) 

1. INCIDENTAL REPORTS 
2. IDENTIFIKASI MASALAH 
3. PROGRES ESKALASI 
4. STANDARD OPERATIONAL 

PROCEDURE (SOP) 
5. ANALISIS MASALAH 
6. PEMECAHAN MASALAH 



DLM GIAT OPSNAL POLRI DISESUAIKAN DGN 
PERATURAN YG BERLAKU (UU, PERKAP, 

PROTAP) 
PROSEDURAL 

PROFESIONAL 
DLM PENANGANANNYA DIAWAKI OLEH 

PERSONEL YG MEMILIKI KOMPETENSI DI 
BIDANGNYA (UNIFORN, UNUNIFORM, 

CAMOUFLAGE) 

PROPORSIONAL 

PERANAN FUNGSI OPSNAL POLRI YG 
MENGEDEPANKAN TUGAS POKOK DAN 

FUNGSI KEPOLISIAN (INTELIJEN, BINMAS, 
LANTAS, SABHARA, RESKRIM, BRIMOB) 
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